
  

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR ?5 TAHUN 2012 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2013 

Menimbang 2 Wali 

b. 

Cc. 

Mengingat 1 4. 

2. 
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KA.DPPKAD : AK 3. 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 perlu menyusun Standar Satuan Harga Tahun 

Anggaran 2013. 

bahwa Standar Satuan Harga Tahun 2013 

digunakan sebagai pedoman menyusun biaya 

kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 

Anggaran 2013, 

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Standar 

Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

Tahun 2013. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan 

Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



10. 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4269): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4748), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan  Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234),



4. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa, 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3855), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737), 

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Memperhatikan 

Menetapkan 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

2011 Nomor 31), 

:1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2013. 

3.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya 

tahun 2013. 

4.Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Perubahan Standar Satuan Harga 

Tahun Anggaran 2012), 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2013 

Pasal 1 

Standar Satuan Harga adalah satuan biaya setinggi- 

tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan 

anggaran berbasis kinerja. 

Pasal 2 

Standar Satuan Harga Tahun 2013 digunakan sebagai 

pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit- 

unit Kerja pada Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango 

Tahun Anggaran 2013.



Pasal 3 

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 4 

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 secara berkala akan ditinjau kembali untuk 

disesuaikan dengan perkembangan harga pasaran yang 

berlaku di Daerah. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Bone Bolango ini mulai berlaku sejak 

tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

Pada tanggal, ”' Novwm “2012 

Plit.BUPATI NE BOLANGO 

WAKIL — 

  

PARAF HIERARKI     

  

  

      
ASISTEN I 

ASISTEN II : Yu | Ww 

KA.DPPKAD : te HAMIM j pou 
  

  

Diundangkan di Suwawa 

Pada tanggal, 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si 

NIP. 19641212 199103 1 Oli 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR



  

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR “5 TAHUN 2012 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2013 

BUPATI BONE BOLANGO, 

Menimbang :a. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2013 perlu menyusun Standar Satuan Harga Tahun 

Oa Anggaran 2013. 

b. bahwa Standar Satuan Harga Tahun 2013 

digunakan sebagai pedoman menyusun biaya 

kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 

Anggaran 2013, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Standar 

Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 

2 Tahun 2013. 

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851), 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060), 

3. Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan 

Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



10. 

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4269), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4748), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan  Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234),



11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa, 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3855), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737), 

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Memperhatikan 

Menetapkan 

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2012 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 

2011 Nomor 31), 

:1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2013. 

3.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya 

tahun 2013. 

4.Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 

2012 tentang Perubahan Standar Satuan Harga 

Tahun Anggaran 2012, 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2013 

Pasal 1 

Standar Satuan Harga adalah satuan biaya setinggi- 

tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan 

anggaran berbasis kinerja. 

Pasal 2 

Standar Satuan Harga Tahun 2013 digunakan sebagai 

pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit- 

unit Kerja pada Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango 

Tahun Anggaran 2013.



Pasal 3 

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 4 

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 secara berkala akan ditinjau kembali untuk 

disesuaikan dengan perkembangan harga pasaran yang 

berlaku di Daerah. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati Bone Bolango ini mulai berlaku sejak 

tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. 

Ditetapkan di Suwawa 

Pada tanggal, ” H.v n “2012 

Plt.BUPATI BONE BOLANGO 

WAKIL Erua 

A0 
HAMIM (POU 

Diundangkan di Suwawa 

Pada tanggal, 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si 

NIP. 19641212 199103 1 O1l 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR


